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TINDAK LANJUT TERHADAP KAPAL PERIKANAN
INDONESIA YANG PEMBANGUNANNYA DILAKUKAN DI
LUAR NEGERI DAN IKAN HASIL TANGKAPAN YANG
TERSIMPAN DALAM COLD STORAGE ATAU
PALKAH/REFIGERATOR KAPAL

{Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 581/SJ/PS.210/VIl/2015, tanggal 10 Juli 2015}

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Yth.:

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Ke-
lautan dan Perikanan;

L atar Belakang
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelau-

tan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014

tentang Penghentian '‘Sementara . (Moratorium)

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indone-

sia tanggal 3 November 2014, telah diterbitkan 2

(dua) Surat Edaran, yaitu:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemente-
rian Kelautan dan Perikanan Nomor 241/SJ/
TU.2101111/2015 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Terhadap Kapal Perikanan dan
Pengangkutan Hasil Perikanan tanggal 20 Ma-
ret 2015; dan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No-
mor 3751/DJPSDKP/1/2015 tentang Penga-
wasan Distribusi Hasil Perikanan Ke luar Dari
Unit Pengolahan lkan Selama Proses Analisa
dan Evaluasi Kapal Perikanan Yang Pemban-
gunannya Dilakukan Di Luar Negeri Dalam
Rangka Penghentian Sementara (Morato-
rium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Re-
publik Indonesia tanggal 20 Maret 2015.

Dari rentang waktu bulan Februari sampai Ma-

ret tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Peri-

kanan menerima beberapa surat dari perusahaan

perikanan. Surat tersebut pada intinya berisi per-

mohonan izin’ untuk:

1. mengeluarkan kapal perikanan Indonesia yang
pembangunannya dilakukan di luar negeri {(eks
asing) dari Indonesia, dan

2. permohonan izin menjual ikan hasil tangkapan
sebelum berlakunya moratorium, yang saat |
ini masih disimpan di dalam co/d storage atau
palkah/refigerator kapal perikanan eks asing.

Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini merupakan arahan bagi para
Pejabat lingkup Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan dalam mensikapi berbagai permohonan izin
dari perusahaan untuk mengeluarkan kapal peri-
kanan Indonesia yang pembangunannya dilaku-
kan di luar negeri {eks asing) dari indonesia, dan
permohonan izin menjual ikan hasil tangkapan se-
belum berlakunya moratorium, yang saat ini ma- |
sih disimpan di dalam co/d storage atau palkah/
refigerator kapal perikanan eks asing

Ruang Lingkup
Surat Edaran ini mengatur mengenai per-

lakuan lebih lanjut terhadap:

1. Kapal perikanan Indonesia yang pembangu-
nannya dilakukan di fuar negeri,

2. lkan yang saat ini masih disimpan di dalam
cold storage dan/atau palkah/refigerator kapal.

Arahan Menteri Kelautan,dan Perikanan

1. Terhadap kapal penangkap ikan dan/atau ka-
pal pengangkut ikan berbendera Indonesia
yang pembangunannya dilakukan di luar neg-
eri, diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
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a. Dalam hal (i) korporasi/perorangan, atau e} Protocol of delivery and acceptance;

22

{ii) pengurus korporasi, {iii) dan/atau awak

kapal (Nakhoda dan/atau ABK) yang beker-

ja pada kapal dimaksud SEDANG MEN-

JALANI proses penyidikan tindak pidana

perikanan dan/atau tindak pidana selain

perikanan, maka:

1} Korporasi/Perorangan/Péngurus Ko-
rporasi, dan/atau Awak Kapal DILA-
RANG memindahkan fisik kapal maupun
hak milik atas kapal dimaksud kepada
siapapun.

2) Kapal sebagaimana dimaksud pada butir
1) dapat disita dan dimohonkan kepada
pengadilan negeri untuk dimusnahkan,
sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.

. Dalam hal (i) korporasi/perorangan, atau

(ii) pengurus korporasi, atau (i) awak ka-

pal (Nakhoda dan/atau ABK} yang beker-

ja pada kapal dimaksud TIDAK SEDANG

MENJALANI proses penyidikan tindak

pidana perikanan dan/atau tindak pidana

selain perikanan yang ingin mengeluarkan
kapalnya dari daftar kapal perikanan Indo-
nesia, maka:

1) Korporasifperorangan WAJIB MEM-
BUKTIKAN bahwa kapal penangkap
atau pengangkut ikan miliknya dibeli
bekas atau dibangun baru di luar negeri
dan didaftarkan di Indonesia secara sah
sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang- undangan yang berlaku.

2} Pembuktian mengenai sahnya pembe-
lian dan pendaftaran kapai bekas dari
luar negeri sebagaimana dimaksud pada
huruf 1) dilakukan oleh korporasi/per-
orangan dengan menyerahkan kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan
dokumen asli berupa:

a) Surat persetujuan pengadaan ka-
pal dari Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap;

b) Kontrak jual beli kapal (bilf of sale);

c) Deletion certificate;

d) Bukti pembayaran kapal (kwitans-
ilreceiptislip bukti bayar banklatau
dokumen lain yang menunjukkan ter-
jadinya transaksi pembayaran};
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3)

4)
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—

6)

7)

8)

dan

f) Pemberitahuan Impor Barang (kapal).

Pembuktian terhadap sahnya pembe-

lian dan pendaftaran kapal baru dari

luar negeri sebagaimana dimaksud pada
huruf 1) dilakukan oleh korporasi/per-
orangan dengan menyerahkan kepada

Kementerian Kelautan dan Perikanan

dokumen asli berupa:

a) Surat persetujuan pengadaan ka-
pal dari Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap;

b) Kontrak pembangunan kapal;

c) Builder’s certificate;

d) Bukti pembayaran kapal (kwitansi/
receipt/slip bukti bayar bank/atau
dokumen lain yang menunjukkan ter-
jadinya transaksi pembayaran);

e) Protocol of delivery and acceptance;
dan

f) Pemberitahuan Impor Barang (kapal).

Dalam hal dokumen-dokumen seb-

agaimana dimaksud pada butir 2} dan

3) menggunakan bahasa selain Bahasa

Indonesia, maka dokumen-dokumen

tersebut waijib diterjemahkan ke dalam

Bahasa Indonesia oleh penterjemah ter-

sumpabh,

Dalam hal diperlukan, Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan akan melakukan

verifikasi keabsahan dokumen dimak-

sud pada huruf 2) dan 3}.

Kementerian Kelautan dan Perikan-

an memberikan keputusan terhadap

diterima atau tidaknya pembuktian

sebagaimana dimaksud pada huruf 2}

dan 3). :

Dalam hal pembuktian diterima, maka

kapal perikanan milik korporasi/peroran-

gan dimaksud diperbolehkan untuk:

a) dipindahkan, baik fisik maupun sta-
tus kepemilikannya ke luar wilayah
Indonesia, atau

b) melanjutkan usaha sesuai dengan
kebijakan pemerintah lebih lanjut.

Dalam hal pembuktian tidak diterima,

maka Kementerian Kelautan dan Peri-

kanan akan:
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a) Mencabut Buku Kapal Perikanan ka-
pal dimaksud.

b} Mencabut SIPI/SIKPI kapal dimaksud
atau tidak memperpanjang SIPI/SIKPI
yang sudah habis masa berlakunya.

c) Mencatatkan identitas kapal dimak-
sud {nama kapal, nomor mesin,
call sign, dll}) ke dalam daftar kapal
pelaku IUUF di Indonesia.

d) Berhak untuk mengusulkan daftar
sebagaimana dimaksud pada butir
¢ untuk dipublikasikan melalui web-
site Regional Plan of Action dan/atau
organisasi pengelolaan perikanan re-
gional (Regional Fisheries Manage-

ment Organization/RFMOQOs), atau
organisasi pengelolaan perikanan
lainnya.

e} Menyerahkan temuan-temuan hasil
verifikasi dokumen, yang menjadi
dasar tidak diterimanya pembuktian,
kepada penegak hukum untuk ditin-
daklanjuti, baik melalui proses hu-
kum pidana dan/atau perdata.

2. Terhadap ikan hasil tangkapan milik korporasil-
perorangan yang saat ini masih disimpan di
dalam cold storage dan/atau palkalrefigerator
kapal, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
1) Terhadap ikan dan/atau produk perikanan

yang merupakan barang bukti pada proses
pényidikan tindak pidana perikanan dan/
atau tindak pidana selain perikanan, maka:

a)

b)

DILARANG untuk dipindahkan, dan/
atau dijual kepada pihak lain;

lkan sebagaimana dimaksud pada hur-
uf 1) disita oleh negara untuk dilelang
sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku, dan sesuai Surat

Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan

- No. 99/MEN-KP/111/2015tentang Per-

cepatan Lelang Eksekusi Hasil Tangka-
pan lkan Secara lllegal, Unreported, and
Unregulated Fishing.

2) Terhadap ikan dan/atau produk perikanan yang
bukan merupakan barang bukti pada proses
penyidikan tindak pidana perikanan dan/atau
tindak pidana selain perikanan, maka:

a)

DIPERBOLEHKAN untuk dipindahkan
dan/atau dijual kepada pihak lain di

b)

c

d)

e)

dalam negeri, yang tidak berafiliasi den-
gan korporasi/perorangan yang memi-
liki kapal perikanan Indonesia eks kapal
perikanan asing;
Afiliasi sebagaimana dimaksud pada
huruf 1) didefinisikan sebagai berikut:
i. Memiliki hubungan keuangan;
ii. Memiliki hubungan manajemen; dan/
atau
iii. Memiliki hubungan kepemilikan.
Pelaksanaan pemindahan dan/atau pen-
jualan ikan sebagaimana dimaksud pada
huruf 1}, harus dilakukan dengan dia-
wasi secara langsung (on board) oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan
c.q. Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Perusahaan harus membuat Surat Per-
nyataan yang ditandatangani oleh per-
wakilan perusahaan yang sah, serikat
pekerja/perwakilan pekerja, termasuk
awak kapal perikanan, dan diketahui oleh
Pengawas Perikanan, serta dibubuhi ma-
terai secukupnya, yang berisi komitmen
untuk melunasi segala kewajibannya ke-
pada pekerja maupun pihak lainnya den-
gan menggunakan uang hasil penjualan
ikan yang tidak menjadi barang bukti
dalam tindak pidana.
Salinan Surat Pernyataan dimaksud
dalam butir 4) diserahkan kepada Men-
teri Kelautan dan Perikanan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri
Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Per-
hubungan Laut, dan Kepala BKPM, khu-
sus bagi perusahaan penanaman modal
asing (PMA).

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetap-
kan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2015

a.n. MENTER| KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIS JENDERAL,
tid.
SJARIEF WIDJAJA

(BN )




